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ABSTRAK 

Winda Triana, 8105153013. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi 

salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan. Praktik Kerja 

Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan bertempat di Kantor Pertanahan 

Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Melur no. 10 Rawabadak Utara, Kec. Koja, 

Jakarta Utara. Pelaksanaan PKL kurang lebih satu bulan terhitung sejak tanggal 

1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dengan 5 hari kerja, Senin-

Jumat  pada pukul 08.00-16.30 WIB. Selama pelaksanaan PKL di Kantor 

Pertanahan Jakarta Utara, praktikan melaksanakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan dan 

rincian gaji karyawan. Meskipun dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa 

kendala yang sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan 

lancar dan berhasil dengan cukup baik.Praktik Kerja Lapangan yang diwajibkan 

kepada Para Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bertujuan agar mahasiswa 

dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dalam 

kegiatan kerja secara langsung, sehingga praktikan mempunyai profesionalitas 

dalam dunia kerja dan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

keterampilan dalam dunia kerja.Dalam laporan ini menjelaskan tentang 

gambaran kegiatan secara umum Kantor Pertanahan Jakarta Utara serta 

penempatan praktikan pada Bagian Keuangan di Kantor Pertanahan Jakarta 

Utara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah berupaya mengembangkan potensi 

peserta didik menjadi pribadi yang cakap, dalam arti memiliki kompetensi yang 

dapat berguna di dunia kerja. 

Dalam dunia pendidikan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, 

penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 

tertentu.  Sedangkan bagi dunia kerja, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terlihat bahwa pendefinisian kompetensi 

di dunia usaha sangat jelas dan tegas, sementara di akademik relatif masih terlalu 

umum. Akibatnya penjabaran kompetensi harus diterjemahkan dan dilaksanakan 

sendiri-sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Setiap lulusan dari perguruan tinggi diharapkan 

mampu memiliki kompetensi yang dapat mendukung dirinya dalam menghadapi 

lingkungan masyarakat. Kompetensi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal 

yang cukup bagi lulusan agar dapat bersaing dalam dunia kerja. 

Realita yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terjadinya ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi mahasiswa sehingga tidak 



2 
 

 
 

sedikit lulusan perguruan tinggi yang bekerja di bidang yang berlainan dengan 

keahlian akademiknya.  Lebih jauh lagi, yang kerap menjadi permasalahan adalah 

lulusan yang setelah memenuhi dunia kerja ternyata mereka tidak memiliki 

kecakapan dalam bidang pekerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap 

perguruan tinggi dapat mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja. 

Pengembangan kompetensi mahasiswa dapat diperoleh melalui pendidikan  

yang diberikan di kampus, melalui buku-buku, dan juga berdasarkan pengalaman-

pengalaman yang pernah dialami. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja 

adalah pengalaman yang diperoleh melalui praktik nyata di lingkungan kerja. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan setiap lulusan dapat mengetahui bagaimana situasi 

dan kondisi dunia kerja sebenarnya, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang 

mereka dapat di kampus dalam praktik kerja tersebut. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang dilakukan untuk 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai dunia kerja bagi para 

mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik 

di lapangan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu matakuliah 

yang terdapat pada kurikulum program S-1 Pendidikan Akuntansi, yang berarti 

wajib dilaksanakan penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan 

perkulihannya yaitu pada program studi Pendidikan Ekonomi. 

Sesuai dengan konsentrasi praktikan, yaitu pada Pendidikan Akuntansi, 

maka dalam program Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa memilih tempat praktik 

di bidang Akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan 
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pengetahuan dasar yang telah diperoleh dan mengimplementasikan teori tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kantor Pertanahan kota administrasi Jakarta 

Utara merupakan salah satu kantor yang  dapat dijadikan sarana yang tepat bagi 

praktikan untuk memahami penerapan akuntansi sebagai tujuan program Praktik 

Kerja Lapangan tersebut.  

Penulis memilih kantor Pertanahan Jakarta Utara karena kantor pertanahan 

merupakan kantor yang berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan yang harmonis karena mampu mengatasi berbagai sengketa, konflik, 

dan perkara pertanahan diseluruh tanah air. Selain itu kantor pertanahan juga 

merupakan kantor pemerintahan yang berarti memiliki sistem pencatatan 

akuntansi yang memperhatikan aspek-aspek konsep dasar akuntansi keuangan, 

konsep dasar akuntansi akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintahan 

serta dilengkapi dengan pemahaman mendasar dan menyeluruh tentang konsepsi 

keuangan Negara dan tata kelola keuangann Negara atau daerah, serta subtansi 

reformasi tata kelola keuangan Negara.   

Dengan mengikuti program Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa 

diharapkan dapat menerapkan teori-teori ilmiah yang diperoleh dari bangku 

akademis untuk melihat, menganalisis dan memecahkan masalah dilapangan, 

mempraktikkan kemampuan yang ada, serta memperoleh pengalaman dilapangan 

yang berguna dalam perwujudan pola kerja yang akan dihadapi nantinya dalam 

lingkungan pekerjaan.  

 

 



4 
 

 
 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun maksud dari pelaksanaan 

program Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang bidang 

pendidikannya yaitu bidang akuntansi. 

2. Mempelajari bidang kerja khususnya pada tempat praktikan PKL yakni pada 

Bagian keuangan sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi 

dunia kerja yang akan dihadapi praktikan kelak. 

3. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam bidang akuntansi. 

4. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapat 

di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam 

bidang akuntansi. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 

1. Untuk menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah prasyarat 

wajib bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

2. Untuk menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan akan 

dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai dengan 

tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah lulus kuliah.  

3. Untuk mengenalkan praktikan mengenai kultur dunia kerja dalam segi 

manajemen waktu, kemampuan komunikasidan kerja sama tim sehingga dapat 



5 
 

 
 

melatih disiplin, kerja sama, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.  

4. Untuk mengetahui dan memahami proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah di Kantor Pertanahan Jakarta Utara . 

5. Untuk menngetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan 

digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di kantor 

pertanahan Jakarta Utara. 

 

C. Kegunaan PKL 

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah:  

1. Bagi praktikan 

a. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerja.  

b. Sarana belajar untuk memperoleh pengetahuan baru yang tidak diajarkan 

dalam dunia perkuliahan dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya 

terkait dengan instansi perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL 

dalam hal pengetahuan, keterampilan, cara bersikap serta pola tingkah laku 

yang diperlukan bagi seorang pekerja. 

c. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja sehingga 

praktikan dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia 

kerja. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  

a. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 

instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja 

terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya. 

b. Mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa dalam menerima 

pengetahuan dan pengaplikasiannya sebagai masukan bagi program studi 

Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi untuk 

mengembangkan kurikulum program studi. 

3. Bagi Instansi  

a. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.  

b. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak Universitas 

Negeri Jakarta dalam hubungan yang bermanfaat dan saling 

menguntungkan. 

c. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan bahkan dapat terselesaikan dengan lebih cepat 

selama praktikan melaksanakan PKL di instansi tersebut. 

 

D. Tempat Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan 

di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut ini merupakan 

informasi data tempat pelaksanaan PKL: 

Nama Tempat  : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 
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Alamat   :  Jl. Melur no. 10, Kel. Rawabadak Utara, Kec. Koja 

Jakarta Utara  

No. Telepon  : (021) 4352439 

Bagian PKL  : Bagian Keuangan 

Alasan praktikan melaksanan PKL pada bagian Keuangan karena bagian 

tersebut merupakan tempat yang tepat sebagai sarana untuk 

mengimplementasikan pengetahuan tentang berbagai dokumen yang diperlukan 

untuk pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan, Membuat anggaran rincian 

gaji karyawan dan mengembangkan kemampuan praktikan dalam memahami 

dunia kerja serta lokasi yang mudah dijangkau dari domisili praktikan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 

2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, terhitung kurang lebih satu bulan praktikan 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan guna mempelajari setiap 

pekerjaan yang diterima, Adapun rincian tahapannya, sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi 

yang sesuai dengan bidang praktikan yang menerima PKL. Setelah 

menemukan tempat yang sesuai yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Utara, maka 

praktikan mempersiapkan surat-surat pengantar untuk permohonan izin 

pelaksanaan PKL dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian diberikan kepada 

pihak Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah 
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mendapat persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan BAAK, praktikan 

mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan 

diberikan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Praktikan mengantar surat 

PKL ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2017. 

Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAAK UNJ, kemudian 

surat permohonan izin praktik kerja lapangan tersebut diserahkan kepada 

Kepala Sub bagian tata usaha. Dalam kurun waktu 7 hari permohonan PKL 

pun disetujui oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara dengan memberikan surat 

penempatan di bagian Keuangan Kantor Pertanahan Jakarta Utara. 

 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pertanahan Jakarta Utra 

dimulai tanggal 1 Agustus s/d  31 Agustus 2017. Dengan waktu kerja 

sebanyak lima hari (Senin-Jum’at). 

Tabel I.1: Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Hari Kerja Pukul 

Senin – Kamis 

08.00 – 16.30 

Istirahat: 12.00 – 13.00 

Jum’at 

08.00 – 16.30 

Istirahat: 12.00 – 13.30 

Sumber: data diolah oleh penulis 
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3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan PKL 

Setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan, praktikan mulai menulis 

laporan PKL. Penulisan Laporan PKL dimulai pada bulan September 2017 

hingga Oktober 2017. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL. Kemudian data tersebut diolah dan 

diserahkan sebagai tugas akhir laporan praktik kerja lapangan. 

Tabel I.2: Tahapan Praktik Kerja Lapangan 

        Bulan 

Tahap 

Juni Juli Agustus September Oktober  November 

Persiapan       

Pelaksanaan 

PKL 

       

Pelaporan       

Sumber: data diolah oleh penulis 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN JAKARTA 

UTARA 

A. Sejarah Badan Pertanahan Nasional 

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) 

Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian kelembagaan. 

tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika 

dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti 

dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam 

naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai 

ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional 

mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. 

Untuk mengetahui perubahan tersebut di bawah ini adalah sejarah 

kelembagaan Badan Pertanahan Nasional :        

Pada tahun 1960 semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk 

Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda 

Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu 

Indonesia masih mengalami masa transisi. 

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang 

terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin 

oleh R.Hermanses. S.H 
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Selanjutnya pada 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat 

itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat 

jenderal agraria.  

  Pada tahun 1988 lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari 

departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan 

nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono 

dengan catur tertib pertanahannya. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan 

karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional. 

 Lalu pada tahun 1990 menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional 

yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu penambahan 

kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan 

nasional. 

 Selanjutnya pada tahun 1998 perubahan yang terjadi hanya pada puncuk 

pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin. 

 Pada tahun 2002 mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu 

badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara. kedudukannya 

sejajar dengan kementerian. pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh 

Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D 

 Pada tahun 2006 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dengan 11 

agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan 

kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya. 

Lalu pada tahun 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto. 
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Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 dibuat Kementerian 

baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 

Oktober 2014, Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan 

Tata Ruang yang dijabat oleh Sofyan Djalil. 

 

B. Sekilas tentang Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Untuk 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut, maka pemerintah daerah 

harus mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi 

berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Kegiatan mengatasi sengketa, 

konflik, dan perkara pertanahan ini harus ditampung dalam suatu wadah yang 

lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja yang 

menangani masalah pertanahan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan 

Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 

dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013) 

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Kantor Pertanahan Jakarta Utara merupakan Unit dari Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia yang melayani urusan sengketa atau pembuatan 

sertifikat tanah di daerah Jakarta Utara. Kantor Pertanahan Jakarta Utara memiliki 

beberapa sub bagian dalam organisasinya, salah satunya adalah bagian keuangan 

tempat praktikan melaksanakan PKL. Bagian Keuangan adalah bagian yang 

berfungsi untuk menyiapkan pengelolaan urusan keuangan dan administrasi untuk 

pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan kantor. 

 

C. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

1. Visi 

“Menjadi Kantor Pertanahan Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat, 

Pemerintah dan Dunia Usaha” 

2. Misi 

 Melaksanakan Pelayanan Pertanahan Terhadap Masyarakat dengan 

Filosofi Senang Memudahkan, 

 Melaksanakan Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Anggaran, 

 Melaksanakan Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan secara One 

Map, 

 Melaksanakan Zona Nilai Tanah, 

 Melaksanakan Penelitian Data Fisik dan Yuridis Pertanahan 

 Melaksanakan Pendaftaran Tanah, 

 Melaksanakan Penatagunaan Tanah Sesuai dengan Tata Ruang, 

 Melaksanakan Pengadaan Tanah, 
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 Menangani Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor 

Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang 

pertanahan. 

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

pertanahan. 

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan 

pemetaan di bidang pertanahan. 

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan 

program di bidang pertanahan. 
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13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik 

di bidang pertanahan. 

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan. 

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

bidang pertanahan. 

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, 

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 
D. Arti lambang/logo Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

Makna Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor 

Pertanahan. 
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Gambar II.1     Logo Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 

 
 

4 (empat) Butir Padi 

Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan 

Memaknai atau melambangkan 4 (empat) 

tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah 

dilakukan Kementerian ATR/BPN yaitu: 

1. Kemakmuran 

2. Keadilan 

3. Keberlanjutan 

4. Harmoni Sosial 

 
 

Lingkaran Bumi 

Melambangkan sumber penghidupan manusia 

Memaknai atau melambangkan wadah atau 

untuk berkarya bagi Kementerian ATR/BPN 

yang berhubungan langsung dengan unsur-

unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi 

tanah dan udara. 

 
 

Gelombang Hijau dan Biru 

Hijau melambangkan lingkungan yang terjaga 

Biru melambangkan warna air 

Memaknai tugas Kementerian ATR/BPN yang 

berhubungan langsung dengan pemanfaatan 

ruang, tanah dan air. 

 
 

Sumbu 

Melambangkan poros keseimbangan 

3 (tiga) garis lintang 

3 (tiga) garis bujur 

Memaknai atau melambangkan Pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

 
 

Bangunan Gedung dan Pohon 

Sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, 

keberlanjutan, dan sinergitas 

Memaknai pelaksanaan secara konsisten dalam 

menangani, menyelesaikan dan mengutamakan 

hak serta menuntaskan kewajiban dengan 

penuh konsistensi, tertib, disiplin sesuai 

kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga 

bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah 

yang selaras sesuai dengan tata ruang. 

Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional 

 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional
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E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur 

organisasi menggambarkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, 

hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi 

yang ideal adalah struktur organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel yaitu 

apabila perusahaan mengalami perkembangan yang pesat, maka struktur 

organisasinya dapat diganti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan 

tersebut.  

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdiri 

dari : 

a) Kepala Kantor; 

b) Bagian Tata Usaha; 

c) Bidang Infrastruktur Pertanahan; 

d) Bidang Hubungan Hukum Pertanahan; 

e) Bidang Penataan Pertanahan; 

f) Bidang Pengadaan Tanah; dan 

g) Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. 

Berikut adalah jabaran dari tugas masing-masing susunan organisasi: 

a) Kepala Kantor 

Kepala Kantor mempunyai tugas: 
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1) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, 

program, dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di 

wilayahnya; 

2) Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan 

pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan 

masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian 

pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara; 

3) Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan; 

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan 

di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan 

5) Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi 

Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan 

administrasi pada Kantor Pertanahan. 

b) Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan 

pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta 
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pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil 

pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. 

2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; 

Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, 

ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan 

kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. 

3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; 

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan 

administrasi barang milik negara. 

c) Bidang Infrastruktur Pertanahan 

Bidang Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan 

dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan 

tematik. 

Bidang Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar; 

2) Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah 

tertentu; 
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3) Pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis, surveyor, 

dan petugas survei dan pemetaan tematik pada Kantor Pertanahan 

di wilayahnya; 

4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta 

teknologi pengukuran dan pemetaan; 

5) Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di 

wilayahnya; 

6) Pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial 

pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data 

spasial; 

7) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta 

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan 

perairan; 

8) Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan, 

dan wilayah tertentu; dan 

9) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di bidang infrastruktur pertanahan. 

d) Bidang Hubungan Hukum Pertanahan 

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan 

pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan 

pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT. Bidang Hubungan 

Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 
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1) Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan 

kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas 

ruang dan hak komunal; 

2) Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah 

badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, 

tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya; 

3) Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat 

mempunyai hak milik; 

4) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan 

dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang; 

5) Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; 

6) Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah 

masyarakat; 

7) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan 

hak atas tanah masyarakat; 

8) Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik 

atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan , tanah 

wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan 

pembatalan hak serta hapusnya hak; 

9) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas 

satuan rumah susun, hak pengelolaan,tanah wakaf, dan pemberian 

izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan 



22 
 

 
 

perubahan pemanfaatan/ komoditas, peralihan saham, 

pengembangan dan pembinaan PPAT; 

10) Pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi 

Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan 

11) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di bidang hubungan hukum pertanahan. 

e) Bidang Penataan Pertanahan; 

Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, 

landreform, dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu. 

Bidang Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan 

penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan 

tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, 

pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi; 

2) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan 

data lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

3) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek 

landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek 

landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, 

pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah 

obyek landreform; 
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4) Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas 

tanah; 

5) Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, 

pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, 

promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta 

bimbingan partisipasi masyarakat; 

6) Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, 

penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi 

tanah dan konsolidasi tanah; 

7) Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan 

inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, 

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, 

pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan 

kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan 

tertentu; dan  

8) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan kegiatan di bidang penataan pertanahan. 

f) Bidang Pengadaan Tanah; dan 

Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan tanah 

pemerintah, bina pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, serta 

penilaian tanah. Bidang Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi: 
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1) Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan 

penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi 

penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah; 

2) Pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, 

pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil 

pengadaan tanah; 

3) Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin 

pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, 

badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah; 

4) Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti; 

5) Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan 

peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi 

kawasan dan potensi sumberdaya agraria; 

6) Pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi 

Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai 

ekonomi kawasan; dan 

7) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan tanah. 

g) Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. 
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Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai 

tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan 

penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara 

pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Bidang Penanganan Masalah 

dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan pencegahan,penanganan, dan penyelesaian 

sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan 

pembatalan hak atas tanah; 

2) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, 

analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah 

berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian; 

3) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan 

pertanahan; 

4) Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta 

rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan 

5) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan masalah dan 

pengendalian pertanahan. 
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Gambar II.2     Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Utara 

 

Sumber: gambar diolah oleh peulis 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kantor Pertanahan Jakarta 

utara yang berlokasi di Jalan Melur no. 10 Kel. Rawabadak Utara, Kec. Koja, 

Jakarta Utara. 

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Pertanahan 

Jakarta Utara khususnya dibagian Keuangan karena sesuai dengan program studi 

praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Praktikan diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan penyiapan pengelolaan urusan 

keuangan dan administrasi barang milik negara. Pada bidang kerja tersebut, 

praktikan mengerjakan tugas di antaranya adalah: 

1. Membuat berbagai macam surat yang diperlukan untuk pengadaan barang. 

2. Mengecek kesamaan nota dinas dengan kwitansi pembelian barang. 

3. Membuat Rincian anggaran gaji pegawai apabila pegawai membutuhkan 

untuk keperluan pribadi. 

4. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 

5. Membuat Surat Tugas dan Laporan Pertanggung Jawaban Surat Tugas. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan praktik kerja di Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

yang di mulai sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, 

praktikan dibantu oleh para karyawan Kantor Pertanahan untuk dapat memahami 

tugas praktikan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Mereka memberikan 

arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan praktik 

kerja lapangan. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan: 

Di bagian Keuangan, Praktikan mendapatkan tugas untuk menyiapkan 

segala surat yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa bagi kantor. Surat-

surat yang praktikan buat dalam pengadaan barang atau jasa adalah alur prosedur 

pengadaan barang dan jasa, nota dinas dari PPK ke Pejabat pengadaan barang dan 

jasa, Undangan untuk penyedia, Harga Perkiraan Sendiri, Berita Acara,  

Sebagai contoh praktikan akan membuat alur kerja dalam pengadaan 

pakaian seragam karyawan Kantor Pertanahan Jakarta Utara : 

1) Kepala bagian tata usaha menyampaikan nota dinas kepada pejabat pembuat 

komitmen yang berisikan RAB dan spesifikasi barang pengadaan pakaian 

seragam karyawan 

2) Selanjutnya Pejabat Pembuat komitmen menyampaikan nota dinas yang 

praktikan buat kepada pejabat pengadaan barang dan jasa agar segera 

dilaksanakan pengadaan barang  tersebut.  

3) Pejabat pengadaan (kepala sub bagian keuangan) mencari informasi 

mengenai penyedia yang dapat mengerjakan tugas tersebut dan harga dari 

pekerjaan tersebut melalui media elektronik maupun non-elektronik. 
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4) Selanjutnya kepala sub bagian keuangan membandingkan harga dan kualitas 

paling sedikit dari 2 sumber informasi yang berbeda 

5) Kepala sub bagian keuangan mengundang calon penyedia yang diyakini 

mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi dan harga. Dengan 

menggunakan surat undangan yang praktikan buat sebelumnya. Surat 

tersebut berisikan spesifikasi teknis yang menggambarkan jenis pekerjaan 

yang dibutuhkan 

6) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, 

dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam 

undangan 

7) Kepala sub bagian keuangan membuka, mengevaluasi, melakukan 

klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar 

8) negosiasi dilakukan berdasarkan HPS yang praktikan buat 

9) Praktikan membuat berita acara hasil pengadaan langsung. Berita acara 

tersebut adalah berita acara pembukaan dan evaluasi dan juga berita acara 

negosiasi. 

10) Kepala sub bagian keuangan menyampaikan berita acara yang telah 

praktikan buat ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

11) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan 

ketentuan : 

 Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 

10.000.000 berupa kwitansi 
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 Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan 

Rp100.000.000 berupa Surat Perintah Kerja (SPK) 

Karena pengadaan barang pakaian seragam pegawai bernilai lebih dari Rp 

100.000.000 maka dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) 

12) Setelah PPK membuat perjanjian dengan penyedia barang, selanjutnya 

praktikan diminta membuat Surat Pemesanan, Surat Perintah Kerja, dan 

Surat Perintah Mulai Kerja yang akan diberikan kepada Penyedia. 

13) Setelah pekerjaan dilakukan oleh penyedia barang, maka praktikan 

membuat Berita acara penyelesaian pekerjaan, Pemeriksaan barang, 

Penerimaan barang, dan Pembayaran barang guna membuktikan bahwa 

telah terlaksana pengadaan barang pakaian seragam pegawai yang 

ditandatangani oleh penyedia dan pejabat pembuat komitmen. 

Selain itu Praktikan juga diberikan tugas untuk mengisi Surat Setoran 

Pajak (SSP), Kwitansi, dan Nota kontan sebagai lampiran dari Surat Perintah 

Membayar pengadaan barang tersebut. Praktikan juga diberikan tugas untuk 

membuat surat tugas dan laporan pertanggung jawaban surat tugas tersebut yang 

digunakan bagi karyawan yang harus melaksanakan pekerjaan diluar kantor 

contohnya seperti tugas karyawan untuk memasukkan Surat Perintah Membayar 

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.  

Dan tugas lain yang diberikan oleh karyawan kantor pertanahan kepada 

praktikan adalah membuat rincian anggaran gaji karyawan. Rincian anggaran gaji 

tersebut hanya dibuat apabila ada karyawan yang membutuhkannya dengan alas 

an pribadi, misalnya anak dari karyawan tersebut ingin mendaftar ke universitas 
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dan universitas meminta rincian gaji orang tuanya, jadi hanya beberapa pegawai 

yang ingin membuat rincian gaji tersebut untuk urusan pribadinya masing-masing. 

Alur kerja dalam pembuatan rincian anggaran gaji tersebut adalah : 

1. Karyawan yang ingin membuat surat rincian gaji mendatangi bagian 

keuangan lalu mengajukan keinginannya ke bendahara keuangan, 

2. Selanjutnya bendahara akan menyetujui bila karyawan tersebut memiliki 

alasan yang jelas. 

3. Lalu bendahara meminta praktikan membuat rincian gaji tersebut dengan 

menggunakan pedoman daftar gaji karyawan. 

4. Setelah selesai praktikan mencetak rincian gaji tersebut lalu meminta 

nomor surat ke bagian tata usaha sub bagian organisasi dan kepegawaian. 

5. Selanjutnya praktikan meminta tanda tangan kepada bendahara. 

6. Terakhir praktikan menyerahkan rincian gaji tersebut ke karyawan yang 

membutuhkan rincian gaji tersebut. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Pertanahan Jakarta 

Utara, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik yakni pekerjaan 

diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Namun dalam 

melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang 

mengganggu kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan. 

1. Ketelitian dalam mengecek Nota dinas dengan kwitansi, dan mengecek 

Daftar gaji dengan lampiran surat perintah membayar. 
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2. Tidak adanya SOP(Standard Operating Procedure) untuk pemagang 

sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

praktikan ditempat PKL. Praktikan hanya akan bekerja saat ada yang 

meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan bantuan. 

3. Fasilitas yang kurang memadai seperti meja dan kursi yang kurang bagi 

siswa sekolah yang PKL, dan fasilitas internet yang terkadang 

mengalami gangguan sehingga menghambat pekerjaan para karyawan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka langkah 

yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Lebih teliti dan cermat dalam melakukan pekerjaan 

Dalam mengecek Nota dinas dengan kwitansi, dan mengecek Daftar 

gaji dengan lampiran surat perintah membayar sangat membutuhkan 

ketelitian, hal ini merupakan tantangan di mana praktikan dituntut untuk dapat 

lebih cermat, teliti serta sabar dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak 

terjadi kesalahan dan kinerja praktikan berjalan secara efisien dan efektif. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya1. Dari pengertian di atas praktikan dituntut untuk 

                                                             
1 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 164 
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lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

2. Susun SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang 

SOP (Standard Operating Procedure) atau kadang disingkat POS, adalah 

suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau 

direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur 

pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem 

manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh POS2. Maka dari itu pihak 

perusahaan hendaklah menyusun SOP bagi praktikan agar dapat bekerja sesuai 

dengan SOP yang berlaku diperusahaan tersebut. Sehingga dapat 

mempermudah bagi para praktikan perusahaan tersebut. 

3. Menambah fasilitas yang kurang dan memperbaiki sistem internet di kantor 

Fasilitas kantor meliputi sarana (segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

menjalankan aktivitas kantor seperti perlengkapan, bahan, perabot, alat, 

perbekalan, dan sebagainya) dan prasarana (segala sesuatu yang bersifat statis 

dan tak habis pakai yang dapat mendukung operasional kerja, seperti 

bangunan, halaman, taman dan tempat parker).3 Fasilitas sarana dan prasarana 

perusahaan merupakan salah satu hal penting yang harus selalu diperhatikan 

agar pekerja merasa nyaman dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

lancar sehingga semua pekerjaan atau semua tugas dapat terselesaikan tepat 

waktu. 

                                                             
2Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar 
3 Diakses pada tanggal 3 oktober 2017 https://zahraaraa19.blogspot.co.id/fasilitas-kantor 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instruksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_kualitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_kualitas&action=edit&redlink=1
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Praktik kerja lapangan merupakan wadah bagi mahasiswa/i untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama di dunia pendidikan. Selain itu 

mahasiswa dapat mendapat pengalaman dan gambaran yang jelas mengenai dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

Setelah praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, praktikan mendapat pembelajaran 

yaitu ilmu pengetahuan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan 

yang praktikan dapat di perkuliahan untuk di terapkan ketika pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan, praktikan juga dapat belajar untuk mengidentifikasi kendala 

yang dihadapi dalam dunia kerja sekaligus caranya untuk menghadapi setiap 

kendala yang ada guna mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan. 

Pelaksanaan pekerjaan yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

hampir semua pekerjaan dikerjakan menggunakan komputer, oleh karena itu 

praktikan dituntut untuk bisa menguasai dan bisa menggunakan aplikasi yang 

diperlukan dalam mengerjakan pekerjaan, seperti Ms. Office (excel dan word). 

Selain dalam pelaksanaan tugas, praktikan juga dituntut untuk lebih 

disiplin dalam penggunaan waktu, baik disiplin kehadiran, disiplin dalam 

penyelesaian pekerjaan maupun ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan. 
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Selanjutnya praktikan juga dituntut untuk disiplin dalam berpakaian dan 

bertatakrama dengan para karyawan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh 

parktikan dimulai tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, 

adapun saran yang dapat praktikan sampaikan adalah sebagai berikut: 

 Dalam melakukan pencarian tempat PKL, sebaiknya mahasiswa 

melakukan pencarian 1-2 bulan sebelum waktu pelaksanaan PKL. 

 Mahasiswa hendaknya bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang 

berlaku di tempat PKL dan menjaga nama baik universitas. 

 Mahasiswa hendaknya lebih mempersiapkan diri, baik dari segi mental 

maupun kemampuan dan keterampilan sebelum melakukan PKL. 

 Mahasiswa hendaknya lebih teliti dan cermat saat menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh karyawan perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahan 

dan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 Mahasiswa hendaknya harus selalu memperhatikan keaktifan untuk 

memperoleh keterangan apa saja yang masih belum diketahui dengan 

bertanya kepada pembimbing. 

 Mahasiswa lebih memanfaatkan waktu senggang saat tidak ada pekerjaan 

untuk membaca buku atau referensi lain yang ada di Kantor Pertanahan 

dan bisa memulai menyusun laporan PKL. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 3 : Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 : Kartu Bimbingan PKL 
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Lampiran 6   : Surat Setoran Pajak 
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Lampiran 7   : Kwitansi Pengadaan Barang 
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Lampiran 8   : Kwitansi Pengadaan Barang 
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Lampiran 9   : Prosedur pelaksanaan pengadaan barang langsung 
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Lampiran 10   : Nota Dinas Untuk Pejabat Pembuat Komitmen  
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Lampiran 11   : Harga Perkiraan Sendiri 
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Lampiran 12   : Surat Perintah Kerja 
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Lampiran 13   : Berita Acara Pemeriksaan Barang 
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Lampiran 14   : Dokumentasi dengan Pegawai Kantor Pertanahan Jakarta Utara  
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Lampiran 15   : Daftar Kegiatan Harian PKL 

No Tanggal Kegiatan 

1 Selasa, 1 Agustus 2017  Perkenalan dengan pegawai 

Kantor Pertanahan Jakarta Utara 

 Diperkenalkan dengan 

lingkungan sekitar Kantor 

Pertanahan Jakarta Utara 

 Mengecek Kwitansi dengan Nota 

dinas 

 Mengecek SPM gaji dengan 

daftar gaji pegawai 

 Membuat rincian anggaran gaji 

pegawai 

2 Rabu, 2 Agustus 2017  Membuat berbagai surat yang 

diperlukan untuk pengadaan 

barang. Terdapat 13 jenis surat 

untuk pengadaan 1 kwitansi 

barang yaitu : 

1.  Nota dinas untuk Pejabat 

Pembuat Komitmen 

2. Daftar kuantitas dan harga 

3. Harga perkiraan Sendiri 

4. Surat Undangan untuk 

perusahaan supplier 

5. Berita acara pembukaan dan 

evaluasi dokumen 

penawaran 

6. Lembar data pengadaan 

7. Surat Perintah Kerja 
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8. Surat Perintah Mulai Kerja 

9. Surat Pemesanan 

10. Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan 

11. Berita acara pemeriksaan 

barang 

12. Berita acara pembayaran 

13. Berita acara serah terima 

3 Kamis, 3 Agustus 2017  Melanjutkan membuat 13 jenis 

surat kemarin karena terdapat 13 

kwitansi. 

4 Jumat, 4 Agustus 2017  Merevisi berbagai jenis surat 

pengadaan barang yang sudah 

dibuat 

5 Senin, 7 Agustus 2017  Menginput jumlah hari kerja 

karyawan untuk membuat daftar 

gaji 

6 Selasa, 8 Agustus 2017 Izin Sakit 

7 Rabu, 9 Agustus 2017  Mengedit berbagai jenis surat 

pengadaan barang yang sudah 

dibuat 

8 Kamis, 10 Agustus  Mengedit berbagai jenis surat 

pengadaan barang yang sudah 
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2017 dibuat 

 Menyesuaikan permintaan barang 

di nota dinas dengan barang yang 

ada di gudang 

9 Jumat, 11 Agustus 2017  Membuat daftar permintaan 

barang yang akan diambil di 

gudang 

 Mengambil Permintaan barang 

untuk bagian keuangan di gudang 

10 Senin, 14 Agustus 2017  Membuat berbagai jenis 13 surat 

untuk pengadaan seragam 

karyawan 

 Mengisi Surat Setoran Pajak 

(SSP) 

11 Selasa, 15 Agustus 

2017 

 Membuat Laporan Pertanggung 

Jawaban Surat Tugas (LPJST) 

12 Rabu, 16 Agustus 2017  Mencetak LPJST 

 Membuat Surat Perincian 

anggaran gaji pegawai 
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 Membuat daftar dari ppn yang 

akan dikeluarkan karena 

pengadaan barang 

 Meminta nomor surat keluar ke 

bagian tata usaha untuk surat 

perincian anggaran gaji 

13 Kamis, 17 Agustus 

2017 

 Merevisi berbagai jenis surat 

pengadaan seragam karyawan 

14 Jumat 18 Agustus 2017  Membuat dan Mencetak surat 

prosedur pelaksanaan proses 

penunjukan langsung pengadaan 

seragam 

15 Senin, 21 Agustus 2017  Membuat surat form registrasi pin 

PPSPM 

 Mencetak Surat Setoran Pajak 

 Membuat surat penggantian 

espesim 

16 Selasa, 22 Agustus 

2017 

 Mengisi Nota Kontan dan 

Kwitansi 

 Mengetik Revisi Petunjuk 
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Operasional Kegiatan (POK) 

17 Rabu, 23 Agustus 2017  Melanjutkan mengetik revisi 

petunjuk operasional kegitan 

18 Kamis, 24 Agustus 

2017 

 Mengecek perbedaan SPM yang 

sudah ditolak dengan SPM yang 

baru 

 Mengisi surat setoran pajak 

19 Jumat, 25 Agustus 2017  Mengirim email hasil ketik revisi 

POK ke karyawan 

 Mengisi surat setoran pajak  

20 Senin, 28 Agustus 2017  Menempelkan materai  

 Mengisi surat setoran pajak 

 Merevisi berbagai jenis surat 

pengadaan barang alat tulis kantor 

21 Selasa, 29 Agustus 

2017 

 Membuat surat laporan 

pertanggung jawaban surat tugas 

 membuat surat tugas 
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 mengisi SSP 

22 Rabu, 30 Agustus 2017  Membuat surat tugas 

 membuat surat laporan 

pertanggung jawaban surat tugas 

 menyusun surat tugas dan LPJST 

 Mencetak berbagai jenis surat 

pengadaan seragam karyawan 

23 Kamis, 31 Agustus 

2017 

 Mengecek daftar potongan gaji 

dengan lampiran SPM gaji 

 

 

 


